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NO

KABUPATEN
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TUGAS

FUNGSI

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIANJUR.
. 800/ 843 /KEP-DPMD/2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA

CIANJUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA (PMD)

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPMD

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa.

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMD:

-
NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TIPE

Kelurahan

| A SATUAN PERHITUNGAN FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA
1 Meningkatnya Persentase Bumdesa Sehat Persentase Kumulatif 30 unit (target Bumdesa) /354 unit (Bumdesa |- Bidang Bina Tata
Keberdayaan yang seharusnya) x 100 Pemerintahan Desa dan
lembaga | Lembaga Kemasyarakatan
perekonomian _ - Bidang Bina Keuangan dan
Masyarakat desa { Aset Desa
_ - Bidang Pemberdayaan
! Ekonomi Desa
2 Meningkatnya _ Persentase desa yang Persentase Kumulatif 354 desa target/354 total jumalah desa x 100 |_ xecamatan
Kapasitas Pemerintah | melaksanakan Tertib Administrasi - Desa
Desa dalam |
Pembangunan _m
.__ Persentase peningkatan status Persentase Kumulatif Persentase peningkatan Desa
_ﬂ Perkembangan Desa berdasarkan Swasembada/Cepat Berkembang
* _ { Profil Dess dan Kelurahan berdasarkan kategori Profil Desa dan
|
ﬂ -




PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

J1. Perintis Kemerdekaan Telp. (0263) 281368, Fax. (0263) 281368 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA (DPMD)
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : B0OMA ®/KEP-DPMD/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJ UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang - 1. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten
Cianjur dalam rangka pencapaian visi, misi organisasi serta
dalam upaya mewujudkan Good Govemance, periu
ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU);

2. bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten
Cianjur telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Cianjur
tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat & Desa Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2007 tentang tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

~1~



10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); Sebagai telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan
indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagun aan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010,
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, bahwa setiap
Pemerintah kabupaten diwajibkan menyusun.

Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;

Peraturan Bupali Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur;

Peraturan Bupati Cianjur Tentang No. 68 Tahun 2016 tentang
Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Organisasi di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cianjur.



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Kabupaten Cianjur tentang tentang Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten
Cianjur sebagaimana tercantum dalam lampiran Yyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA adalah:

a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan
sasaran yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang
memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif
maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk
menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

b. merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk
menetapkan rencana kineria tahunan, menyampaikan
rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapankinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasipencapaian kinerja
sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakal & Desa Kabupaten Cianjur Tahun 2016-
2021.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini dan
memeriukan pengaturan lebih lanjut, akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Kepala DPMD Kabupaten Cianjur .

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Cianjur
Pada tanggal : 5 Februan 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
" "DAN DESA

......

‘Drs. AHMAD DANIAL, M.Si
NIP. 196909131990071001



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIANJUR.
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LAMPIRAN
NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KABUPATEN : CIANJUR
SKPD . DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA (PMD)

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan

TUGAS !
Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cianjur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPMD
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

FUNGSI -

enyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan p

dan Desa.

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
eraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau p

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.






